Menimbang

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

KOTA BOGOR

TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan

Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Pasar, maka untuk mendukung
penyelenggaraan, pembinaan, pengaturan,
pengendalian serta pengawasan terhadap pasar
yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diperlukan
pembiayaan untuk kegiatan dimaksud;

. bahwa dengan melihat perkembangan situasi dan

kondisi saat ini, maka besaran retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Bogor Nomor 12
Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, perlu ditinjau
kembali;
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Mengingat

1.

C.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
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10.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175

Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
bidang Retribusi Daerah;
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11. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan
Perdagangan dan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 tentang Penataan
Nomor 57 Tahun 1997
dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152
Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245
Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif
Retribusi Jasa Umum;

14.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2000
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);

15.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13
Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004
Nomor 4 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2005

tentang Penyelenggaraan Pasar (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

Menetapkan

dan
WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR.
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BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Bogor.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Bogor.

Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpasaran.

Kepala unit kerja adalah kepala unit kerja yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi di bidang perpasaran.

Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bogor.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga
dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

Pasar adalah tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli
untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli barang
dan/atau jasa terbentuk yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.
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